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PENGANTAR

Sesuai arahan Ketua Tim Reformasi Birokrasi BKN bahwa setiap kemjauan atau
perkembangan Reformasi Birokrasi (RB) harus terdokumentasi dengan baik. Oleh karena
itu Kelompok Kerja (Pokja) Penataan Peraturan Perundang-undangan telah menyiapkan
Deskripsi Kemajuan RB Semester | dan Il Tahun 2019. Hal ini menunjukkan keseriusan
Pokja dalam meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BKN.

Deskripsi Kemajuan RB ini secara garis besar menggambarkan realisasi atau
capaian yang telah dilakukan Pokja dibandingkan dengan Rencana Aksi Tindak Lanjut
yang telah ditetapkan. Setiap capaian didukung dengan bukti-bukti dokumentasi yang
relevan.

Capaian ini tentunya dapat diperoleh berkat dukungan dan komitmen seluruh
anggota Pokja dan seluruh pihak terkait. Oleh karena itu, Tim Pelaksana RB BKN dari
Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan mengucapkan terima kasih atas
dukungan dan kontribusinya dalam mewujudkan kemajuan pelaksanaan RB BKN.

Jakarta, November 2019

Ketua Pokja

Penataan Peraturan Perundang-undangan

Julia Leli Kurniatri



A. Latar Belakang
Dalam rangka peningkatan penataan peraturan perundang-undangan, BKN telah
melakukan berbagai terobosan dalam area hukum, regulasi, atau legislasi, antara lain
dengan melakukan proses harmonisasi dan pengendalian penyusunan perundang-
undangan yang dididokumentasikan dalam suatu laporan yang rinci, lengkap, dan
komprehensif, sehingga dapat dipahami secara cepat dan mudah oleh pihak-pihak di luar
BKN termasuk dalam rangka penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh
KemenPAN RB.
B. Dasar Hukum
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKN Nomor Nomor 11/KEP/2019 tentang
Tim Reformasi Birokrasi BKN, disebutkan bahwa Tim Pelaksana antara lain berkewajiban
untuk memberikan laporan pelaksanaan secara berkala hasil pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di BKN kepada Tim Pengarah RB BKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada
Tim Kerja Reformasi Birokrasi Nasional.
C. Tujuan
Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang rinci,
lengkap dan komprehensif mengenai capaian-capaian yang telah diraih BKN dalam
pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya Pokja Penataan Peraturan Perundang-
undangan pada semester | dan Il Tahun 2019.
D. Rencana Aksi Tindak Lanjut Pokja Tahun 2019
Selain tetap melaksanakan kegiatan sebagaimana dilakukan pada tahun 2018,

terdapat rencana aksi yang akan dijalankan dalam rangka penguatan penataan peraturan

Perundang-undangan di tahun 2019, yaitu :
1. Terkait Harmonisasi
a. Review dan Pemetaan Kelompok Peraturan Perundang-undangan
(Target Waktu Januari-Mei 2019)

Akan dilakukan review terhadap peraturan perundang-undangan yang
dianggap sudah tidak relevan, bertentangan, atau potensial untuk diubah atau

dicabut.

b. Perluasan stakeholder (Unit Kerja dan Instansi terkait) dalam penyusunan

Peraturan Badan Kepegawaian Negara



(Target Waktu Januari-Desember 2019)

Jika pada tahun 2018 keterlibatan stakeholder lebih didominasi oleh unit kerja
di BKN, maka di tahun 2019 diharapkan lebih banyak lagi unit kerja dan instansi
yang dilibatkan contoh: Kanreg BKN, Kementerian Luar Negeri, BUMN, BUMD,

LPP, dan lembaga/institusi pemerintah lainnya.

2. Terkait Sistem Pengendalian Penyusunan Perundang-undangan

a.

Penyempurnaan SOP dalam penyusunan Peraturan Badan Kepegawaian
Negara dan Instrumen Hukum lainnya

(Target Waktu Januari-Juni 2019)

SOP penyusunan Peraturan BKN akan diperbaiki antara lain dengan
memasukkan kegiatan penyusunan kajian akademik dan permohonan paraf
koordinasi dalam penyusunan Peraturan BKN

Penyiapan format Peraturan Badan Kepegawaian Negara dan Instrumen
Hukum lainnya

(Target Waktu Januari 2019)

Untuk memudahkan unit kerja dalam mengusulkan draf rancangan, dibuat
suatu format yang baku sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM,
sehingga terdapat keseragaman dari setiap unit kerja yang mengusulkan draft
rancangan.

Penyusunan Kajian Akademik dalam Pembentukan Peraturan Badan
Kepegawaian Negara

(Target Waktu Juni 2019)

Untuk menjamin ketepatan bentuk pengaturan dari suatu substansi/materi
muatan, diperlukan suatu kajian akademik yang berfungsi sebagai filter
layak/tidaknya usul rancangan diatur dalam Peraturan BKN.

Optimalisasi fungsi Monitoring dan Evaluasi dalam rangka menyerap aspirasi
kebutuhan dan evaluasi terhadap regulasi kepegawaian

(Target Waktu Februari-Oktober 2019)



Menitikberatkan monitoring dan evaluasi sebagai media penyerap aspirasi,

saran, dan masukan guna memperkaya bahan dan

penyusunan regulasi kepegawaian.

e. Pembangunan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

(Target Waktu Juli 2019)

Rencananya akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1)  Pembentukan Tim Pengelola JDIH BKN

2)  Pelatihan Tim Pengelola JDIH

3)  Evaluasi dan peremajaan regulasi secara berkala

f.  Terwujudnya program legislasi BKN

(Target waktu November 2019)

A. Kriteria Keberhasilan

informasi

dalam

Guna mengukur keberhasilan pelaksanaan rencana aksi, ditetapkan kriteria

keberhasilan. Berikut kriteria keberhasilan masing-masing rencana aksi/kegiatan yang
dilaksanakan.

No Program/Kegiatan Indikator Keberhasilan Target/ Penanggung Jawab
Waktu

1 Pengharmonisasian Tertatanya peraturan 1 Direktorat
Peraturan Perundang- perundangan di bidang | Dokumen/ | Perundang-undangan
undangan di Bidang kepegawaian (sehingga Per
Kepegawaian; tidak tumpang tindih, Periode

pertentangan, konflik Penilaian
norma)

2 Sistem Pengendalian Terciptanya sistem 1 Direktorat
Penyusunan Perundang- penyusunan peraturan | Dokumen/ | Perundang-undangan
undangan di Bidang perundangan-undangan Per
Kepegawaian; di bidang kepegawaian Periode

yang efektif dan efisien | Penilaian




Target/

No Program/Kegiatan Indikator Keberhasilan Penanggung Jawab
Waktu
3 Pemanfaatan Jaringan Terciptanya 1 Direktorat
Dokumentasi Informasi pengelolaan Dokumen/ | Perundang-undangan
Hukum dokumentasi dan Per
informasi hukum yang Periode
terpadu di Badan Penilaian

Kepegawaian Negara
dan terintegrasi baik
dengan Pusat maupun
Anggota JDIH

B. Capaian Kegiatan Semester | dan Il Tahun 2019

Capaian kegiatan Pokja untuk kuartal | Tahun 2019 (sampai dengan bulan April
2019) telah disampaikan dalam laporan terdahulu, dan telah dilakukan penilaian oleh Tim
Penilaian RB Kementerian PAN dan RB pada bulan Agustus 2019. Sehingga dalam

Deskripsi ini hanya disampaian capaian kegiatan dari bulan Mei sampai dengan November
2019.

Suasana penilaian RB Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan
oleh Tim Kementerian PAN dan RB

Adapun sampai dengan bulan November 2019 kegiatan yang telah dilakukan
oleh Pokja yaitu dititikberatkan pada sistem pengendalian penyusunan peraturan
perundang-undangan, yang antara lain berupa:



Penyusunan Kajian Akademik dalam Pembentukan Peraturan Badan Kepegawaian
Negara

Kajian akademik dibutuhkan untuk menjamin ketepatan bentuk pengaturan dari
suatu substansi/materi muatan, diperlukan suatu kajian akademik yang berfungsi
sebagai filter layak/tidaknya usul rancangan diatur dalam Peraturan BKN. Oleh
karena itu telah diedarkan Memo Dinas Deputi PMK yang berisi kewajiban kepada
setiap unit kerja di BKN untuk membuat kajian akademik (analisis kebutuhan
regulasi) kepada setiap unit kerja yang mengusulkan rancangan Peraturan BKN.
Feedback dari unit kerja yang berbentuk Kajian Akademik atau Analisis Kebutuhan
Regulasi tercantum dalam Lampiran Il

Perluasan Stakeholder dalam Penyusunan Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Sesuai rencana semula, penyusunan Peraturan Badan Kepegawaian Negara kini
melibatkan banyak pihak di luar BKN, antara lain Kementerian Keuangan,
Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, BUMN, BUMD, LPP,
Beberapa Instansi Daerah dan lembaga/institusi pemerintah lainnya.

Keterlibatan stakeholder dalam Penyusunan Peraturan Badan Kepegawaian Negara
tercantum dalam Lampiran Il

Penyempurnaan SOP Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Dengan adanya kajian akademik dan paraf koordinasi dalam proses penyusunan
peraturan perundang-undangan di BKN tentunya memerlukan penyesuaian standar
operasional prosedur yang berlaku.

Adapun SOP Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang telah
disempurnakan tercantum dalam Lampiran Ill

Pemanfaatan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH)

Bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, BKN telah melakukan
upaya pemanfaatan JDIH yang menghubungkan seluruh informasi dan
dokumentasi hukum dalam suatu sistem yang terpadu.

Dan kini, JDIH BKN telah terintegrasi dengan JDIH Nasional yang dikelola BKN,
sehingga memudahkan para pihak dalam pencarian dokumentasi hukum. Atas

upaya itu BKN diberikan piagam penghargaan oleh Menteri Hukum dan HAM.



Khusus untuk JDIH BKN, bahkan kita ditambahkan fitur uji publik, dimana admin
JDIH meng-unggah file rancangan Peraturan Badan Kepegawaian Negara, dan
publik dapat memberikan masukan, saran, pendapat berbasis web service.

Secara berkala, dilakukan juga pelatihan terhadap pengelola JDIH BKN demi
terwujudnya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum BKN yang berkualitas,

dengan difasilitasi oleh pihak BPHN Kemenkumham maupun oleh Tenaga IT BKN.

Evidence dari Pemanfaatan JDIH BKN tercantum dalam Lampiran IV



EVIDENCE

CAPAIAN KEGIATAN POKJA BULAN MEI-NOVEMBER 2019

Lampiran |

Kajian Akademik dalam bentuk analisis kebutuhan regulasi sudah mulai
diimplementasikan dalam pembentukan Peraturan Badan Kepegawaian Negara. Salah
satunya contoh ketika Direktorat Jabatan ASN mengusulkan satu draf rancangan
Peraturan BKN, dilampirkan juga Kajian Akademik yang akan dijadikan bahan
pertimbangan oleh Direktorat Peraturan Perundang-undangan apakah tepat/tidak usul
rancangan tersebut diatur dengan Peraturan BKN.

CONTOH:

ANALISIS KEBUTUHAN REGULASI
RANCANGAN PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

A. Pendahuluan
Terkait dengan adanya regulasi kebijakan pemerintah tentang Undang-
undang Aparatur Sipil MNegara dan Peraturan Pemerintah tentang
manajemen PNS pasal 67 sampai dengan pasal 86 yang menyatakan
bahwa kedudukan, Tanggung Jawab, Tugas, Kategori, Jenjang, Kriteria, -
dan akuntabilitas jabatan fungsional. Sesuai dengan salah satu tugas
dan fungsi subdirektorat jabatan ASN bidang perekonomian yang
melaksanakan analisis rumusan bahan kebijakan teknis jabatan
administrasi, jabatan [ungsional dan jabatan pimpinan tinggi vang
membawahi beberapa kementerian unit keuangan dan PU serta unit
Sumber Daya Alam.
Subdit bidang perekonomian telah menyelesaikan beberapa Draft
kebijakan teknis jabatan fungsional yang baru di Kementerian
Perhubungan.
1. Latar Belakang
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan Pasal 47,
perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur
Keamanan Penerbangan.
2. Dasar Pembentukan
a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
MNegara.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
PINS.



. Peraturan Menteri Pendayagusaan  Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nemor 55 Tahum 2018 tentang Jabatan
Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan.,

3. Landasan filofofis, wuridis yaitu Pasal 47 Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55
Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspeltur Keamanan
Penerbangan.

Ruang Lingkup

Sistematika rancangan Peraturan BKN Jabatan Fungsional Inspektur
Keamanan Fenerbangan adalah :

I. Barang Tubuh

BABR I :  Ketentuan Umum

BAB I = Kedwdukan, Tugas Jabatan.Jenjang  Jabatan,
Pangkat dan Golongan Ruang

BAB I ¢ Unsur Hegiatan, Sub Unsur HKegiatan dan Uraian
Kegtatan,

BAR IV :  Kewenangan Penganghatan

BAE W ¢ Penctapan  Kebutuhan dan Penganghkatan  dalam
Jabatan Fungsional

BaB vI : Uji Kampetensi

BAE VI :  Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan sumpah / janii

BAR VIIT target Anglka HKredit Minimal dan Angka  Kredic

Furmulatif
BAB 1 i Penilainn Kinerja dan Hukuman Disiplin

BAB X ¢ Penmgusulan, penilaian dan Penetapan Angka Kredit

BAB X1 : Tim penilai dan tim teknis

BAE XII Kenaikan jabatan dan kenailan pangkat
BAB X @ Pendidikan dan pelatiban

BAB XIV : Pemberhentinn dan pengangkntan kembali

BaB xw - PEEELILLER

2. Lampiran I : Penjelasan Contoh

3. Lampiran Il sampai dengan Lampiran XVII contoh formulir

- Analsis dan urgensi peraturan.
1. Adanya pengembangan SDM dan karir PNS melalui pembentukan

jabatan fungsional baru.

2. Adanya amanat yang disampaikan, melalui peraturan Menpan

masing-masing jabatan fungsional.

Penutup

Jabatan Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan adalah
jabatan baru yang diamanatkan dalam Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan yang menjadi tugas dan
fungsi pada Subdirektorat jabatan ASN bidang perekonomian.

Direktur Jghatan ASN

-

Aidu Tathid
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Lampiran I

Dalam penyusunan Peraturan Badan Kepegawaian Negara mengenai Juknis
Pemberhentian PNS dan Penugasan Khusus PNS pada Instansi Pemerintah, BKN
mengundang beberapa perwakilan Biro Kepegawaian, Biro SDM, BKD, BKPP, BKPSDM
untuk memberikan pendapat, masukan, saran. Selain dari instansi luar dilibatkan pula
pejabat Kepala Kantor Regional BKN.

N PERATURAN PERUNDANG;UNDANGAN DI BIDANG KEPE
SEWILAYAH KERJA'KANTOR REGIONAL'I BKN SURABAYA
SURABAVAY15 OKTOBER 2018

ERATUS
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Daftar hadir kegiatan uji
publik/konsultasi publik dalam
penyusunan rancangan Peraturan BKN.

Konsultasi publik juga dilakukan terhadap
penyusunan NSPK di beberapa instansi
pemerintah yang meminta pengayaan
substansi dari BKN, sehingga ada
hubungan timbal balik yang saling
menguntungkan di antara kedua belah
pihak.

Foto bawah kiri:

Konsultasi penyusunan Perbup Kudus
tentang Pengisian Jabatan di Lingkungan
Pemkab Kudus

Foto bawah kanan:

Uji Publik R-Perban BKN tentang Tata
Cara Penugasan PNS di wilayah Kerja
Kanreg Il BKN Bandung.
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Lampiran IlI

SOP Penyusunan Peraturan BKN yang telah disempurnakan

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KEDEPUTIAN BIDANG AN MANAJEMEN
DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Nomor : 01/50P/DIT.PPU/VII/2019

Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014

Tanggal Revisi <9 Juli 2019

Tanggal Efektif £ 15 Juli 2019

Disahkan oleh Direktur Peraturan Perundang-undangan
Julia Leli Kurniatri, S.H., M.H.
NIP. 197004161994032001
Nama SOP Penyusunan Peraturan BKN

[DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 1. Memahami tugas dan fungsi Direktorat Peraturan Perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 2. peraturan dangan bidang
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara; 3. teknik peraturan d
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015;
S. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman
Standar O Prosedur di Li Badan Negara; dan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Standar O Prosedur i
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Peraturan perundang-undangan yang terkait,
2. Rencana Kerja Tahunan;
3. Komputer;
4. Scanner dan printer; dan
5. ATK.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
'di Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Apabila terjaci n dalam p Peraturan 8- maka akan P B anual
Fuh dal sltel ENS.
Pelabsana Mutu Baky
Kasubelt Kast Peryasunan
No KIGIATAN > Perancary Deput Bidang
[— nu.-:m Peraturan Perancangan pobnani R RO ndang. | Peinan | Pelabat Pimpinan Keterargan
o erundarg Peraturan Mty b s Tingel Madya Kelengkapan Waktu Output
undangan Perundang: o pratecadel Terkait
perinensy undangan pegawal
; 2 3 4 5 6 7 s ] 10 1 12 n 14 15
1 [eserta analish bebutuhan regulasi bepada ( ) Rencana Kerla . Regulast, Memo
[Direkaur Porundang undangan il
awl
| e, oo
2 ey 15 menit Lembar disposit
awal
o dan e ksa Usulan ancangan
a0 DR, [ nvemenabi syarat mai
hhan Kepala Sekst untuk me ==
3 [bahan yarg diperiukan, [ka thdak memenhi Lembar disposisl 15 menit Lembar disposhi
syarat maka memerintabban Analis Perundang.
undangan untub memyusun konsep surat
pengembalian ke uni terkait
[Memerintahkan Analis perundang-undangan
o [omek mengumpakan bahan dan referensi yane b e e bahan dan
berhaitan dengan materl penyusunan rancangan b referensi
Peratuan KN
[Mengumpulkan bahan referensiyang B
o [stabban kemutian menyampasanmya bahan dan — bahan dan
[\epada Perancang Peraturan Perundang- referensi referensi
lundangan
[Mebabukan fegol drofting rancangan Peraturan [ —] .. bahan dandraft
6 [BKN heaundian menyampaikannya kepada referenst 900 menit Rancangan
[Kasubdit melalul Kepala Sekst hirsn KN
A Phakterkait .
1. Duektur PPU
2. Kepala Seksi
3. Perancaig PPU
4. Anabs PP
Melakuban 1apat pembshasan Rancangan T 5. Pojabat pada
Peraturan EKN bersama pihak terkait kemudian kA
menyampaikan hasdaya hepada Direbtur A
Peraturan Ferundang undangan yang dsetal & wn dan draf annn " "
" Prusl Aancangan 900 menit Pyt g ::’l
[impnan labiatan Tingg! Madya terkait perinal Peraturan 8N obstaslt
emintaan paraf Koordinest dan memo dinas |dtaksanakan
[dart Depati PAK bepada Kesala BKN perihal selama 3 jar,
[permohonan penandatangansn Peraturan BEN b1 rancongan
Peraturan st
aselesaikan 120
s kot rapt
sl d ) ¢




KEGIATAN

Mty Baky

Pimpinan Una
Keria

Kasubdn

Perancangan
Peraturan

Perundang
undangan

Kavi Penyusuns
Perancangan

Peraturan
Perundang
undangan

Anaks Perundang.
undangan

Deputl Bidang
Pembinaan

najemer

Ma "
Kepegawalan

Kepala 851

Kelergrapan

wakts

Keterangan

[Menerima dan memeriass hasi pembahasan
rancangan Peraturan BKN, Apabda perks
[perbaikan maka dibembalian kepada Kasubeit
Jantuk diperbaiki Apabils sudah sesuai maka
menandatargani memo dinas perihal

[draft rancangan Peraturan BKN beserta memo
put

Tingg) Madya terkait

draft Rancangan
Peraturan BXN

deaft Rancangan
Peraturan BXN

[Menerima dan memberikan parat pada halaman
terabhir Rancangan Peraturan BKN dan
|menyerahkan kembak kepada Duebtur
[Peraturan Perundang Undangan

draft Rancangan
turan BXN

1500 menit

dratt Rancargan
Peraturan BN

[Menerima Rancangan Peraturan BKN yang telah
diberi paral hoordinasi dan menyampaikannya
kepada Deputt PMK yang dienghapi dengan
Lonsen memo dines Deputs PMK ke Kepala BXN
peribal penandatanganan Rancangan Peraturan
oxn

draft Rancangan
Peraturan EXH

30 menit

draft Rancangan
Peraturan BEN

Menandatangani dan menyampaikan memo
a3 Deputi PMAK kepada Kepala BN beserta
[Rancangan Peraturan BK? yang akan
ditandatangani

draft Rancangan
Peraturan BKN

draft Rancangan
Pecatucan BN

[Menandatangani Rancangan Peraturan BKN dan
| mengombalikan kepada Direktur Peraturan
Pecundang-Undangan

Peraturan BKN

1500 menit

Peraturan BXN

[Memerintahkan Analis Perundang Undangan
untuk melakutan proses Pengurdangan ke
[Kementerian Hukum dan HAM agar Rancangan
Peraturan BKN dagat berlaku sebagai Peraturan
axn

(3)
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Lampiran IV

Progress Pemanfaatan JDIH BKN

&« C @ Notsecure | jdih.bkn.go.id/ildis/

/result?tipe_dokumen=1 g e

Peraturan Perund; Undangan

( pencarian

Hasil pencarian sebanyak 2,424 data

Nomor: 7 | Tahun: 2015 [l = Berdasarkan Tipe Dokumen
PERATURAN BKN NO. 7 TAHUN 2019 - PENYESUAIAN PENSIUN POKOK.PDF

Nomor: 6 | Tahun: 2015 [
PERATURAN BKN NO. 6 TAHUN 2019 - PENYESUAIAN GAJI POKOK.PDF

= Berdasarkan Jenis
Dokumen

Nomor: 5 | Tanun: 2019 [ Pilih jenis dokume -
PERATURAN BKN NO. 5 TAHUN 2019 - TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI UPDATE.PDF

= Berdasarkan Instansi /
Nomor: 5 | Tahun:201s [ Pengarang
PERATURAN BKN NO. 5 TAHUN 2019 - TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI.PDF

Nomor: 5 | Tahun: 2015 [

SURAT EDARAN NO.3 TAHUN 2019 - PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA Berdasarkan Normor
PELAKSANAAN MUTASLPDF Conton: 1,2,3

Nomor: 4 | Tanun: 2015 [
PERATURAN BKN NO. 4 TAHUN 2019 - PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JF INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN.PDF

T Berdasarkan Tahun
Pilih tahun
e s | e ae ||
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Questions?
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Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

memberikan

PENGHARGAAN

kepada

Diraks P P 4
Badan Kepegawaian Negara

sebagai

Anggota Dok i dan i Hukum
yang telah i id JDIHN (jdihn.go.id)

dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Presiden RI No. 33 Tahun 2012

tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)

Jakarta, 9 September 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
INDO!

-
JDIHN

34 Dokumen Fuum Indonesia

|

Penghargaan yang diberikan Menteri Hukum dan HAM kepada BKN

Kegiatan pelatihan pengelola JDIH BKN oleh Tim BPHN



